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Abstract

The application of the Territorial Principle and the Principle of Active Nationality in many countries, does not rule out the possibility of a clash of laws in the event of a case committed by a foreign citizen in one of the countries. Comparison of the concept and application of the principle of active nationality and the territorial principle in the context of Indonesian criminal law is very important because the two principles affect the application of criminal law in different situations. for this reason, it is necessary to have an in-depth understanding of the two principles, related to the background above, the author is interested in raising the issue of how the concepts and principles underlying the application of the two principles in the context of criminal law and also how the legal process if there is a conflict between the two principles of criminal law adopted by the countries involved. The method used is normative juridical, with a conceptual approach. In the end, in overcoming the clash of laws between countries that apply the territorial principle and the principle of active nationality, it is necessary to consider the actions taken and look at the positive laws that apply in each country to determine the appropriate use of principles.
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Abstrak

Penerapan Asas Teritorial dan Asas Nasionalitas Aktif di banyaknya negara, tidak menutup emungkinan terjadinya benturan aturan hukum jika terjadi suatu kasus yang dilakukan warga negara asing pada salah satu negara. Perbandingan konsep dan penerapan asas nasionalitas Aktif dan  asas teritorial dalam konteks hukum pidana  Indonesia menjadi sangat penting karena kedua asas tersebut mempengaruhi penerapan hukum pidana dalam situasi yang berbeda. Untuk itu perlu pemahaman mendalam akan kedua asas tersebut, berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengemukakan permasalahan bagaimana konsep dan asas yang mendasari penerapan kedua asas tersebut dalam konteks hukum pidana dan juga bagaimana proses hukumnya jika terjadi pertentangan antara dua asas hukum pidana yang diadopsi oleh negara-negara yang terlibat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Pada akhirnya Dalam mengatasi benturan aturan hukum antar negara yang menerapkan asas teritorial dan asas nasionalitas aktif, perlu dilakukan pertimbangan tindakan yang dilakukan serta melihat hukum positif yang berlaku di masing-masing negara untuk menentukan penggunaan asas yang tepat.
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PENDAHULUAN
Dalam hal penerapan peraturan pidana di suatu negara dan pelaksanaan persidangan selanjutnya, hakim dibatasi untuk menggunakan undang-undang khusus yang berlaku di negara tersebut. Ketaatan terhadap hukum positif ini merupakan wujud kedaulatan negara dalam penegakan tindakan hukum. Dalam penerapan hukum pidana terdapat empat asas yang lazim, yaitu asas teritorial, asas aktif nasional (kebangsaan), asas nasional pasif (perlindungan), dan asas universalitas (kesetaraan).
Dalam konteks asas dasar kedaulatan negara, sebuah negara yang berdaulat memiliki wewenang untuk menjalankan yurisdiksinya di wilayahnya. Berdasarkan kedaulatan tersebut, negara memiliki hak, kekuasaan, atau kewenangan untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan kata lain, yurisdiksi negara turun atau muncul dari kedaulatannya. Melalui hak, kekuasaan, atau yurisdiksi ini, sebuah negara dapat mengatur masalah-masalah yang dihadapinya secara lebih terperinci dan jelas, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya negara yang berdaulat yang memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional. (Lord Macmillan, Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional, 
https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf)
Hukum internasional mengakui bahwa asas merupakan norma yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, baik saat berada di dalam maupun di luar negara tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, asas-asas tersebut diatur mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 9. Pasal 2 KUHP lama mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan di suatu negara, tidak memperhatikan siapa pelakunya, tetapi hanya tempat dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan Pasal 5 KUHP lama mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia. Asas nasional aktif, yang tercermin dalam Pasal 5 KUHP lama, menekankan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan melekat pada warga negara tersebut, bahkan ketika berada di luar negeri. Berdasarkan asas nasional aktif, warga negara tersebut tetap tunduk pada hukum negaranya sendiri, dan juga pada hukum pidana di tempat di mana tindak pidana dilakukan, sesuai dengan asas teritorial. (Annisa Zerlina Cindy Gayatri, dkk, Volume 12 Issue 2 (2022), pp. 1-16, November 2022, DOI: 10.19184)
Hal ini menjadi menarik, ketika kita membicarakan tentang Asas Teritorial dan juga Asas Nasionalitas Aktif, sebab dalam penerapannya kedua asas ini tidak menutup kemungkinan saling berbenturan. Perbandingan konsep dan penerapan asas nasionalitas Aktif dan  asas teritorial dalam konteks hukum pidana  Indonesia menjadi sangat penting karena kedua asas tersebut mempengaruhi penerapan hukum pidana dalam situasi yang berbeda. (Lailatul Mustaqimah, Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan).
Mirip dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam bidang hukum, prinsip-prinsip dalam hukum pidana Indonesia juga berfungsi sebagai kerangka dasar yang menjadi landasan bagi peraturan hukum pidana untuk ditetapkan dan ditegakkan sehubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Apabila suatu kejadian termasuk dalam lingkup hukum pidana atau peraturan perundang-undangan, maka hal itu dianggap sebagai peristiwa pidana. (I Wayan Parthiana, 2004:11) Ruang lingkup hukum pidana Indonesia tidak mencakup semua hal, karena tidak mempunyai penerapan universal. Hal ini tunduk pada batasan berdasarkan waktu dan lokasi. Penerapan hukum pidana secara temporal menentukan kapan berlakunya hukum pidana, sedangkan penerapan hukum pidana secara spasial menentukan individu-individu yang terikat oleh hukum pidana Indonesia dan wilayah geografis tertentu yang menjadi yurisdiksinya. (I Ketut Mertha, et.all, 2016: 39)
Memahami asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga pelaku tindak pidana dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dan tempat tertentu.(Ibid)
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana Indonesia dianut oleh sebagian besar negara di dunia, bahkan oleh semua negara lainnya. Jika hal ini benar, kita dapat berasumsi bahwa prinsip-prinsip ini merupakan norma universal dalam hukum pidana internasional. Jika kita mengungkap salah satu sumber hukum internasional, yaitu the general principle of law recognized by civilized nations'' kita dapat menafsirkannya sebagai prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Apabila kita melihatnya dari sudut hukum positif internasional, yaitu penerapan asas-asas hukum pidana internasional yang umumnya dilaksanakan oleh negara-negara dan diakui sebagai hukum, maka status tersebut dapat diberikan kepada hukum kebiasaan internasional. Lihat pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Internasional. (Loc.Cit, I Wayan Parthiana).
Dalam beberapa kasus, penerapan asas-asas tersebut oleh negara-negara dalam penerapan hukum pidana nasional masing-masing, dapat menimbulkan pertautan antara-asas-asas tersebut. Contoh sederhana, seorang Warga Negara Indonesia melakukan perjalanan ke Malaysia, menurut asas nasional aktif, meskipun berada di luar wilayah Indonesia, mereka tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia. Selain itu, berdasarkan asas teritorial, mereka juga harus patuh pada hukum pidana yang berlaku di Malaysia. Asas nasional aktif berperan dalam mencegah Warga Negara Indonesia dari melakukan tindak pidana di luar negeri dan menghindari penuntutan hukum di negara tersebut dengan melarikan diri ke Indonesia. Dengan demikian, melalui asas nasional aktif dan ketentuan dalam Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia masih dapat diadili menggunakan hukum pidana Indonesia.
 Contoh lainnya, negara A menerapkan hukum pidananya atas suatu tindak pidana berdasarkan asas teritorial, negara B menerapkan hukum pidananya atas suatu tindak pidana yang sama, beradasarkan asas nasionalitas aktif. Maka hal ini disebut dengan konflik atau pertautan yurisdiksi berdasarkan pandangan hukum internasional. Dalam posisi tindak pidana seperti ini terlihat bahwa hukum pidana nasional dari negara yang lain bertautan antara satu dengan lainnya.
Kasus semacam itu dapat menimbulkan kebigungan dalam penerapannya, untuk itu perlu pemahaman mendalam akan kedua asas tersebut, agar kedepannya dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku tidak terjadi kebingungan, berkaitan dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengemukakan permasalahan bagaimana konsep dan asas yang mendasari penerapan kedua asas tersebut dalam konteks hukum pidana dan juga bagaimana proses hukumnya jika terjadi pertentangan antara dua asas hukum pidana yang diadopsi oleh negara-negara yang terlibat.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang ditulis kali ini menggunakan metode kepustakaan atau dengan kata lain dapat dikatakan penelitian normatif. Disebut juga penelitian yang menyajikan sumber berupa teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan juga sumber hukum sekunder lainnya. Pendekatan penelitian ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, atau disebut juga pendekatan secara konseptual. Pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam bidang hukum ini lah yang menjadi dasar bagi penulis untuk menemukan pembahasan yang akan memberikan konsep dan pengertian yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Dari pemahaman yang ada pada akhirnya bisa membantu penulis dalam menyusun pendapat hukum yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. (Suteki, et, all: 2020) dalam M. Al Hafiz dan Yunanto, Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif, Pamulang Law Review, Volume 6 Issue 2, November 2023, Page 202-212)


PEMBAHASAN
Konsep Dan Asas Yang Mendasari Penerapan Asas Teritorial dan Asas Nasionalitas Aktif Dalam Konteks Hukum Pidana
1. Asas Teritorial
Dalam hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang mencakup dua aspek, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal kedaulatan negara menghasilkan kedaulatan teritorial, sementara sisi eksternalnya, terutama ketika negara-negara hidup berdampingan, melahirkan asas kesetaraan, hak, dan kewajiban yang saling menguntungkan antara negara-negara, serta kemampuan untuk menjalin hubungan dalam posisi yang sama di antara satu sama lain.( Op.Cit, I Wayan Parthiana:12)
Asas teritorial mengatur penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi semua individu yang melakukan kejahatan di dalam wilayah Indonesia. Ini tercermin dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Namun, KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki kekebalan diplomatik berdasarkan asas "ekstrateritorial". Asas teritorial dijelaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa “hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan kejahatan di dalam wilayah Indonesia”. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia dapat dituntut sesuai dengan hukum pidana Indonesia, baik di darat, laut, atau udara. Batas wilayah laut 12 mil dari pulau terluar ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia Dan Persekutuan Tanah Melayu Pasal 1 ayat 2, dan jika kurang dari 12 mil, batas tersebut menggunakan garis tengah selat (seperti Selat Malaka). (Joko Sriwidodo, 2019:63)
Menurut Starke, wewenang dapat dijelaskan sebagai hak, kekuasaan, atau wewenang suatu negara untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan peraturan hukum yang berkaitan dengan orang, benda, atau persoalan dalam batas wilayahnya. Dalam konteks hukum internasional, terjadi perluasan wewenang teritorial sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi, komunikasi, dan informasi beserta dampaknya. Perkembangan ini diterima dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional untuk mengantisipasi penggunaan dan penyalahgunaan teknologi oleh pelaku kejahatan di dalam wilayah suatu negara.(Op.Cit, Lord Macmillan : 2)
Perluasan wewenang teritorial dibedakan oleh dua pendekatan, yaitu:
a) Pendekatan teritorial subjektif (subjective teritorialism). Pendekatan ini memungkinkan suatu negara untuk menegaskan dan menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan yang berasal atau terjadi di dalam wilayahnya, meskipun kejahatan tersebut pada akhirnya dilakukan di negara lain. 
b) Pendekatan teritorial objektif (prinsip teritorial objektif). Pendekatan ini memungkinkan suatu negara untuk mengklaim dan membuktikan otoritasnya atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri (negara lain), namun pada akhirnya tidak mempengaruhi atau membahayakan negara itu sendiri.
Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, suatu negara mempunyai yurisdiksi atas segala persoalan dan peristiwa yang terjadi di  wilayahnya. Prinsip ini dianggap sebagai prinsip terkuat dan terpenting dalam hukum internasional. Menurut  Lord Justice Macmillan, tanda kedaulatan adalah bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi atas semua orang, properti, dan masalah pidana atau perdata  di dalam wilayahnya. Pernyataannya seperti berikut:
“It is essential attribute of the sovereignity, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits”.
Asas teritorial menitikberatkan pada wilayah atau lokasi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, asas ini menitikberatkan pada tindakan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, dengan mengabaikan siapa yang melakukannya. Artinya, berdasarkan asas teritorial, siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum pidana Indonesia. Wilayah Indonesia artinya: Seluruh pulau dan daratan bekas Hindia Belanda. Seluruh wilayah perairan  Indonesia dan perairan yang berada dalam zona ekonomi eksklusif berdasarkan konvensi maritim internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter  ke depan dari batas laut teritorial semula. Segala bentuk fisik kapal atau perahu yang berbendera Indonesia, sekalipun sedang berlayar ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.(Mahrus Ali, 2022:86)
Ciri utama  kedaulatan dalam batas-batas  yang dimiliki oleh semua negara merdeka yang berdaulat adalah bahwa negara  harus mempunyai yurisdiksi atas semua orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, serta atas semua perkara perdata dan pidana yang terjadi di dalam wilayahnya. Asas teritorial ini terbagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah kejahatan yang dimulai di satu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya, jika seseorang  melakukan penembakan di wilayah perbatasan negara A dan melukai orang lain di wilayah negara B, maka berlaku hukum kedua negara. Negara tempat tindakan dimulai (A) mempunyai undang-undang berdasarkan prinsip teritorial subjektif, dan negara tempat tindakan  diselesaikan (B) mempunyai undang-undang berdasarkan prinsip teritorial objektif.
Contoh kasus pada saat itu, Warga Negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di Inggris, Seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Reinhard Sinaga pernah melakukan kasus pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya yang melibatkan puluhan korban laki-laki di Inggris. Dalam kasus ini, warga negara Indonesia tersebut dijatuhi hukuman 30 tahun penjara  oleh pengadilan Inggris, dan tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.( https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361) 
Contoh lain di wilayah negara indonesia, yang saat itu mengemparkan dunia, Pemerintah Indonesia menindak kapal asing berbendera Vietnam yang beroperasi secara ilegal di perairan  Indonesia. Sesuai  hukum yang berlaku, Menteri Susi menenggelamkan dan membakar kapal asing tersebut untuk menimbulkan efek jera.( https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222) 
Contoh lain yang melibatkan WNA yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, Dua  warga negara Singapura menyelundupkan ratusan ribu benih lobster ke Indonesia. Setelah ditangkap, mereka diadili di Pengadilan Negeri Jambi.( https://news.detik.com/berita/d-4619874/penyelundupan-baby-lobster-jambi-singapura-senilai-rp-17-m-digagalkan) 
2. Asas Nasionalitas Aktif
Dalam hukum internasional, konsep yang dikenal sebagai wewenang personal adalah ketika sebuah negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan menegakkan hukumnya terhadap warga negaranya yang berada di luar wilayah hukum negara tersebut. Ini berarti bahwa negara memiliki kekuasaan hukum atas warganya yang tinggal di luar negeri. Hal ini didasarkan pada hubungan kewarganegaraan antara negara dan warga negaranya, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengatur tindakan mereka, bahkan ketika mereka berada di luar negeri. Dengan demikian, negara dapat menegakkan hukumnya dan mengambil tindakan hukum terhadap warga negaranya yang melanggar hukum, bahkan di luar wilayah hukum negara tersebut.
Asas ini di dasarkan pada Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:
“aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar Indonesia melakukan : Ke-1 : salah kejahatan-kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku II, pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451; Ke-2 : salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.”

Sehingga tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Luar wilayah Indonesia dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia. Sebab hanya tindak pidana tertentu saja yang dapat dikenakan, dan ada yang berkaitan dengan pembatasan. (Tofik Yanuar Chandra, 2022 : 87)
Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, bahkan ketika berada di luar wilayahnya sendiri. Salah satu kewajiban utamanya adalah patuh pada hukum nasional negaranya saat berada di luar negeri. Ini mencerminkan asas bahwa individu membawa hukum negara asalnya ke mana pun mereka pergi. Di samping itu, mereka juga harus mematuhi hukum negara tempat mereka tinggal sebagai orang asing, sesuai dengan penguasaan wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, dalam keadaan normal, seseorang yang berada di luar wilayah negaranya, atau di dalam wilayah negara lain, secara asas tunduk pada dua sekaligus aturan hukum: hukum negara asal dan hukum negara tempat tinggalnya.
Prinsip ini didasarkan pada kewarganegaraan pelaku dan berarti bahwa hukum pidana  negara tersebut mengikuti kemanapun warga negara tersebut pergi. Artinya hukum pidana Indonesia  selalu berlaku, dimanapun warga negara Indonesia  berada. (P.A.F Lamintang, 2011:12) Dalam kaitan ini, tidak diragukan lagi apakah tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana menurut hukum pidana negara di mana warga negara Indonesia berdomisili. Sebab, banyak ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang mungkin masih berlaku dalam hukum pidana Indonesia, meski dianggap membahayakan kepentingan negara  Indonesia. Pasal 5 ayat 1 ke 2 mengatur bahwa KUHP Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar Indonesia yang dianggap sebagai tindak pidana menurut KUHP Indonesia dan dapat dihukum di negara tempat terjadinya kejahatan tersebut. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa orang Indonesia yang melakukan  kejahatan di luar negeri dan  kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri tidak dapat lepas dari keadilan.
Meski demikian, negara Indonesia tidak berniat mengekstradisi warganya untuk diadili. Pasal 5 ayat (2) juga menegaskan bahwa hanya kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran hukum pidana yang  dapat dipidana. Artinya apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri dan kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia, maka ia tidak akan diadili di Indonesia.  Pasal 5 ayat (2) juga memperluas cakupan penuntutan pidana. Oleh karena itu, sekalipun orang asing  melakukan tindak pidana di luar negeri,  melarikan diri ke Indonesia, dan menjadi warga negara Indonesia, ia tidak dapat lepas dari tuntutan. Asas proporsionalitas asas ini tertuang dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa apabila tidak ada hukuman mati di negara tempat terjadinya kejahatan, maka  tidak akan ada hukuman mati bagi pelakunya di Indonesia.
Dalam konteks hukum pidana, terutama hukum pidana nasional dari negara di mana seseorang memiliki kewarganegaraan, ketaatan seseorang terhadap hukum pidana nasional negaranya didasarkan pada asas nasionalitas aktif. Sebagai contoh, ketika seseorang, misalnya A, adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Negara B, ia tidak hanya tunduk pada semua ketentuan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas nasionalitas aktif, tetapi juga terikat pada hukum pidana nasional dari Negara B di mana ia tinggal, sesuai dengan asas teritorial.(Op.Cit, I Wayan Parthiana, hal. 14)
Contoh lainnya adalah kasus Nazaruddin,  anggota DPR. Ia terlibat dalam pencucian uang dengan dan melakukan suap pada projek wisma atlet, membawa dana tersebut ke luar negeri dan membawanya kembali ke Indonesia untuk dijadikan modal saham perusahaan. Nazaruddin meninggalkan negaranya dan bersembunyi di beberapa negara. Namun keberadaannya terlacak dan dia dideportasi dari negara  tempat dia bersembunyi dan dibawa kembali ke  Indonesia untuk diadili. (https://news.detik.com/berita/d-3234302/nazaruddin-divonis-6-tahun-penjara-dan-hartanya-rp-500-an-miliar-dirampas) 
Proses Hukumnya Jika Terjadi Pertentangan Antara Dua Asas Hukum Pidana yakni Asas Teritorial dan Asas Nasionalitas Aktif Yang Diterapkan Oleh Negara-Negara Yang Terlibat.
Asas teritorial memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan asas lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa asas teritorial dipakai sebagai rujukan utama untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan pertentangan wilayah hukum karena penerapannya minim perselisihan. Asas teritorial menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana di suatu negara, negara tempat tindak pidana itu dilakukan memiliki hak untuk mengadili pelakunya, baik itu warga negaranya sendiri atau warga asing. Namun, asas teritorial bertentangan dengan asas nasional aktif, yang menyatakan bahwa negara asal pelaku memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh warganya, di mana pun kejahatan itu terjadi.
Asas nasional aktif tidak sepenuhnya memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan di luar negeri, karena tidak berarti bahwa ancaman pidana yang dihadapi akan lebih ringan daripada di negara tempat kejahatan dilakukan. Ancaman pidana tetap bergantung pada keseluruhan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun asas nasional aktif akan melakukan pengecekan yang ketat terhadap pemenuhan unsur perbuatan tersebut. Ini bisa mengurangi kemungkinan kriminalisasi terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan di luar negeri.
Sebagai contoh kasus, antara negara indonesia dengan belanda. Sejarawan Bonnie Triyana, seorang wara negara Indonesia, menulis sebuah artikel yang berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian belanda. Pelaporan tersebut dilakukan oleh Federatie Indische Nederlanders (FIN) atas pelanggaran terhadap ketentuan “Article 137c Code Criminal Law”. Kasus ini dapat menjadi bahan pembahasan penelitian ini sebab kasusnya bersinggungan antara wilayah hukum yang berbeda. Dikatakan demikian sebab tindakan yang dilakukan oleh Bonnie terjadi di wilayah hukum belanda, sehingga berdasarkan asas teritorial maka hukum yang diterapkan adalah hukum Belanda. Dilain sisi Bonnie juga seorang wara negara Indonesia.
Jika dilihat secara sekilas, maka negara yang berhak untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh Bonnie adalah hukum Belanda. Hal ini berarti yurisdiksi ada di wilayah hukum Belanda. Jika melihat dari ketentuan perundang-undangan Indonesia yang memberlakukan asas nasionalitas aktif, seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, bahwa aturan pidana dapat diberlakukan terhadap warga negara indonesia yang berada di luar negeri, tetapi dibatasi hanya untuk beberapa bentuk tindak pidana. Tetapi Pasal 5 ayat 1 ke 2 memungkinkan tindak pidana yang jika menurut hukum indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan di negara tempat terjadinya tindak pidana diancam dengan pidana, maka dapat menggunakan asas nasionalitas aktif. (Kyntan Gita Palupi, Asas Teritorial versus Asas Nasional Aktif, Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 15 Februari 2022, terbit di https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/14/asas-teritorial-versus-asas-nasional-aktif )
Yang dilakukan oleh Bonnie tergolong tindakan penghinaan dalam hukum Indonesia, yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3 KUHP. Dipandang sebagai kejahatan jika hal itu bertentangan dengan norma yang berlaku yang telah menjadi hukum positif, atau singkatnya semua perbuatan yang diatur dalam Buku II KUHP.
Tindakan penghinaan berdasarkan peraturan hukum di Belanda, Article 137c Code Criminal Law diancam dengan pidana penjara selama satu tahun. Sehingga dimungkinkan untuk diterapkannya asas nasionalitas aktif, terhadap tindakan yang dilakukan oleh Bonnie.

PENUTUP 
Kesimpulan
Untuk menerapkan asas mana yang akan digunakan jika terjadi benturan aturan hukum antar negara yang sama-sama menerapkan asas teritorial dan asas nasionalitas aktif, harus melihat dahulu dari tindakan yang dilakukan. Dan kemudian melihat dari hukum positif yang berlaku di masing-masing negara tentang perbuatan yang terjadi. Rumusnya adalah kedua wilayah hukum yang bertentangan tersebut harus sama-sama memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh warga negara asing di negaranya sebagai tindak pidana, maka dapat diupayakan untuk menggunakan asas nasionalitas aktif. Sebaliknya jika tidak, maka akan menggunakan asas teritorial.
Saran
Perlu adanya analisis tindakan yang dilakukan oleh warga negara asing di negara yang bersangkutan. Selanjutnya, penting untuk memeriksa hukum positif yang berlaku di masing-masing negara terkait perbuatan yang terjadi. Jika kedua wilayah hukum yang terlibat menganggap tindakan tersebut sebagai tindak pidana, maka disarankan untuk menerapkan asas nasionalitas aktif. Namun, jika tidak ada kesepakatan tersebut, maka disarankan untuk menggunakan asas teritorial. Penting untuk mencari kesesuaian dan persetujuan antara negara-negara yang bersangkutan dalam menangani benturan aturan hukum yang terjadi.
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